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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.        Latar Belakang 

Kekerasasan Seksual (Rudapaksa), merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi masalah yang krusial di 

berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan Seksual bukan merupakan 

suatu permasalahan yang baru terjadi di Indonesia, telah banyak kasus kekerasan 

seksual yang dilaporkan di Indonesia yang dicatatkan dalam data pengaduan 

komnas Perempuan sepanjang tahun 2023 dimana catatan tersebut menunjukkan 

bahwa kekerasan seksual terhadap Perempuan sebanyak (2078 kasus/ 24.69%).1 

Menurut World Health Organization (WHO), Kekerasan seksual didefinisikan 

sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, 

komentar yang tidak diinginkan, atau perilaku lainnya yang terkait dengan 

seksualitas yang dilakukan dengan paksaan oleh siapa pun, tanpa 

mempertimbangkan hubungan pelaku dengan korban dan dalam situasi apa pun, 

baik di rumah maupun di tempat kerja.2 Penanganan kasus kekerasan seksual di 

Indonesia masih tergolong minim, dengan banyaknya korban yang tidak 

mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak, sementara proses hukum yang 

lambat  serta minimnya dukungan psikologis sering kali membuat korban merasa 

bahwa melaporkan  kasus mereka tidak akan ada gunanya.

 
1 Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem 

Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta: 

Komnas Perempuan,2024) hal. 2. 
2 Etienne G. Kruh, et. al., World Report on Violence And Health, (Jenewa: World Health 

Organization, 2002), hal. 149. 
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Menurut IJRS (Indonesia Judicial Review Society), sebanyak 57% kasus kekerasan 

seksual berakhir tanpa adanya kejelasan terhadap penyelesaian kasus nya.3 

Kekerasan seksual telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun meskipun telah diatur di dalam peraturan 

khusus, korban masih saja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, 

sehingga korban kekerasan seksual mengajukan gugatan perdata dalam perkara 

perbuatan melawan hukum . 

Menururt doktrin hukum M.A. Moegni Djojodirdjo Perbuatan atau 

kelalaian yang melanggar hukum didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian 

yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, atau etika atau 

keharusan yang harus diperhatikan saat berinteraksi dengan orang lain.4 Pasal 1365 

KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur tentang perbuatan melawan 

hukum. “Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian 

bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

tersebut untuk mengganti kerugian yang bersangkutan”. Penerapan pasal 1365 

KUHPerdata di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang telah dihimpun 

oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu terdapat dalam beberapa putusan perkara 

perdata, Mahkamah Agung juga mengadopsi konsep perbuatan melawan hukum 

dalam arti luas. Tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang 

 
3 Arsa Ilmi Budiarti, dkk., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia., (Jakarta : 

Indonsia Judicial Review Society , 2024), hal. 2. 
4 M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan melawan hukum (Jakarta : Pradnya Paramita 

Pradnya Paramita, 2020), hal. 13. 
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berlaku dalam masyarakat, serta yang menimbulkan kerugian terhadap diri atau 

nama baik orang lain, dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH 

Perdata5. Pada hakikatnya perbuatan melawan hukum disebabkan karena kesalahan 

pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Pelaku memiliki beban atau 

kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap korban yang kemudian akan timbul 

perikatan akibatnya, Bagi korban perbuatan melawan hukum memberikan hak 

untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi dari pelakau. Sedangkan pelaku 

berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perilakunya yang 

melanggar hukum, baik itu kerugian materiil maupun non-materiil bagi korban. 

Menurut Hoge Raad, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-

undang secara tertulis, tetapi juga termasuk dalam setiap tindakan, termasuk:6 

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum 

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) 

4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk 

mengutamakan kepentingan orang lain 

Pada penelitian kali ini peneliti mencoba untuk menganalisis putusan 

No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan Niet 

Ontvankelijke Verklaard (NO) dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat 

 
5 Gita Anggreina, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, Fakultas Hukum, Unsrat, 

Manado,2018, hal.60. 
6 Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer. (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2017), hal. 6. 
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diterima karena kekeliruan atau kesalahan dalam menarik pihak sehingga gugatan 

cacat formil dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

timbul. Dalam mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan, penggugat perlu 

memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, baik itu syarat formil maupun 

materiil. Syarat formil dalam sebuah gugatan mengacu pada ketentuan yang harus 

dipenuhi agar sesuai dengan tata cara beracara yang telah diatur oleh peraturan 

hukum. Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan tidak 

dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Sedangkan syarat materiil merujuk 

pada elemen-elemen yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus tercantum 

dalam surat gugatan.7 

Dalam Kasus ini penggugat mengalami kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh penggugat I di Apartemen tempat sewanya Tegugat I. Akibat dari perbuatan 

Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami luka pendarahan dan robek pada organ 

intimnya, namun penggugat tidak langsung melakukan upaya hukum atas tindakan 

yang dilakukan tergugat I, dikarenakan :  

1. Masa penyembuhan luka yang dialami oleh pemohon kurang lebih 3 bulan 

2. Penggugat kebingungan bagaimana memulai langkah hukum 

3. Kesiapan mental dari pemohon 

4. Dihalang-halangi oleh Tergugat I 

5. Kesulitan untuk melapor polisi karena penggugat pernah berupaya melapor ke 

polres namun penggugat justru disuruh membuat permohonan tulis tangan dan 

 
7 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 

Indonesia. (Yogyakarta: Gama Media,2007), hal. 33. 
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hal yang mengintimidasi penggugat saat itu dan Tergugat I sudah mangkir 

berkali-kali dari undangan Polisi. 

Dalam Putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr Penggugat tidak hanya  

mengajukan gugatan kepada Tergugat I selaku pelaku namun Penggugat juga 

mengajukan gugatan terhadap Tergugat II selaku pihak yang menjamin dan 

mempekerjakan Tergugat I sebagai karyawan dengan dasar hukum gugatan pasal 

1365 KUH Perdata dan pasal 1367 KUH Perdata. Penggugat mendalilkan bahwa 

Tergugat II bertanggung jawab atas akibat perbutan yang dilakukan Tergugat I 

terhadap Penggugat. 

Pasal 1367 KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menetapkan tanggung 

jawab tidak langsung bagi pengusaha (employer) atas perbuatan melawan hukum 

yang terjadi dalam lingkup pekerjaan.8 Pasal ini membagi tanggung jawab menjadi 

beberapa kategori, termasuk: 

1. Tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam 

tanggung jawabnya secara umum. 

2. Tanggung jawab pengusaha dan pihak yang mewakilkan urusannya terhadap 

tindakan karyawan mereka. 

3. Tanggung jawab atas barang yang berada dalam pengawasannya. 

4. Tanggung jawab terhadap barang secara umum. 

5. Tanggung jawab pemilik atas bangunan. 

 
8 Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2003), hal. 15. 
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Ketentuan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat 

perbuatan melawan hukum tidak hanya melekat pada pelaku langsung, melainkan 

juga dapat dibebankan kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab 

terhadap pelaku tersebut. Dalam hal ini, korporasi sebagai pemberi kerja dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

pegawainya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan 

tugas yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, agar pertanggungjawaban 

tersebut dapat dibebankan kepada perusahaan, harus terdapat hubungan kerja yang 

sah antara pelaku dengan pemberi kerja, serta perbuatan melawan hukum tersebut 

harus terjadi dalam lingkup pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada 

pegawai oleh perusahaan.9 

 Dari uraian di atas menunjukkan bahwa timbul suatu permasalahan hukum 

dimana terdapat kesalahan dalam penerapan pasal 1367 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum karena 

kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat I yaitu 

karyawannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam penelitian ini 

penulis ingin membahas bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum dalam putusan Nomor. 558 Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr serta bagaimana batas-

batas tanggung jawab majikan terhadap pekerjanya sesuai dengan KUH Perdata dan 

juga Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima 

 
9 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer perbuatan Melawan Hukum, ( Bandung : 

Binacipta, 1991) hal. 35. 
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dalam perkara Nomor.558/Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr. Oleh karena itu, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul : 

“Analisis Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) 

Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Karena Melakukan Kekerasan 

Seksual   (Studi Putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)” 

B.        Rumusan Masalah 

1.  Apa upaya yang dapat dilakukan penggugat terhadap gugatan tidak dapat  

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) terhadap putusan       

No.558/Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr ? 

2.  Apa akibat hukum dari putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang  

memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima? 

C.        Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis dan mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

penggugat dalam menghadapi putusan gugatan tidak dapat diterima dalam 

perkara perbuatan melawan hukum. 

b. Memahami bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

yang dibahas dalam putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. 
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2.  Manfaat Penelitian 

a.  Secara Teoretis 

Penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam 

bidang hukum terutama hukum perdata dan juga untuk mengembangkan 

keterampilan penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. 

b. Secara Praktis 

Skripsi ini adalah bentuk kewajiban saya untuk menyelesaikan program 

studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya karena itu merupakan 

persyaratan akademik dan akan menambah kualitas karya tulis di Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

 

D.       Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup kajian dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan 

hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 

558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, khususnya terkait dengan putusan yang menyatakan 

gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta mengkaji 

penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana relevan dalam 

perkara a quo. 

E.       Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Peradilan yang bebas dan tidak berpihak merupakan salah satu prinsip 

utama yang harus dimiliki oleh negara yang menghormati supremasi hukum. 

Kemandirian peradilan yang menjamin kepastian hukum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 
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adalah kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan fungsi peradilan 

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya 

Negara Hukum Republik Indonesia. 10 

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, hakim 

memiliki peran sentral sebagai otoritas yang berwenang menjatuhkan putusan 

berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimilikinya dalam sistem kekuasaan 

kehakiman. Putusan tersebut merupakan bentuk pernyataan resmi negara yang 

diucapkan dalam forum persidangan terbuka untuk umum. Demi menjamin 

keadilan substantif dan kepastian hukum, diperlukan adanya pertimbangan hukum 

yang mendalam dan terstruktur dari hakim. Pertimbangan ini tidak hanya menjadi 

landasan logis bagi amar putusan, tetapi juga merupakan tahapan penting dalam 

menilai serta mengkualifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses 

pembuktian. Apabila pertimbangan hukum tersebut dilakukan secara tidak cermat 

atau mengabaikan asas kehati-hatian, maka putusan dimaksud dapat berisiko 

dibatalkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau 

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, substansi pertimbangan hukum dalam suatu 

putusan pada dasarnya harus mencakup aspek-aspek hukum yang relevan dan 

dijabarkan secara argumentatif sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil.11 

Pertimbangan Hakim yang akan dimuat dalam suatu putusan, pada hakikatnya juga 

memuat mengenai hal-hal berikut: 

 
10 Arman Saudi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), hal 42-45. 
11 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. V (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004),hal 140 
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a. Pokok persoalan dan hal-hal yang akan diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Memiliki analisis secara yuridis terhadap seluruh aspek mengenai fakta-fakta 

atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya seluruh bagian dari petitum penggugat yang harus diadili satu persatu 

sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya 

suatu tuntutan dalam amar putusan. 

Dalam peradilan perdata, hakim bersifat pasif, sehingga ruang lingkup 

sengketa yang diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak 

yang terlibat dalam perkara. Dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim 

menerapkan sistem pembuktian positif, di mana pihak yang mengklaim memiliki 

hak harus membuktikan klaim tersebut dengan bukti-bukti formal sesuai dengan 

ketentuan hukum acara perdata.12 Oleh karena itu hakim dalam memeriksa 

perkara perdata khususnya memeriksa gugatan harus sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan sebagaimana hakim telah diberi kekuasaan berdasarkan pada 

undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.  

2.     Teori Keadilan  

Dalam filsafat hukum modern, Gustav Radbruch merupakan salah satu 

pemikir hukum yang berpengaruh besar melalui gagasan tiga nilai dasar hukum 

yang hingga kini masih relevan dalam perdebatan akademik maupun praktik 

peradilan. Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai 

 
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,2002), 

hal. 14-15. 
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fundamental yang menjadi tujuannya, yakni keadilan (gerechtigkeit), 

kemanfaatan (Zweckmabigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Ketiga 

nilai ini tidak hanya bersifat ideal, namun juga menjadi instrumen normatif 

dalam menilai kualitas dan keberlakuan suatu sistem hukum. Radbruch 

menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang secara proporsional 

mampu mengakomodasi ketiga nilai tersebut. Akan tetapi, dalam 

implementasinya, ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara 

simultan dan harmonis. Dalam praktik hukum, seringkali terjadi konflik antara 

satu nilai dengan nilai lainnya, yang dalam teori Radbruch dikenal sebagai 

Spannungsverhaltnis atau hubungan ketegangan antar nilai. Misalnya, terdapat 

situasi di mana kepastian hukum harus dikorbankan demi tegaknya keadilan, 

atau sebaliknya, suatu tindakan yang dinilai adil tidak selalu sesuai dengan 

prinsip kepastian hukum yang berlaku secara tertulis. 

Radbruch mengklasifikasikan nilai-nilai tersebut dalam suatu sistem 

prioritas. Dalam hal terjadi konflik antara ketiganya, maka hukum harus 

mengedepankan nilai keadilan sebagai nilai yang paling utama. Setelah keadilan, 

kemanfaatan hukum menempati posisi kedua, dan kepastian hukum berada pada 

posisi ketiga. Skema prioritas ini dimaksudkan sebagai pedoman etik sekaligus 

prinsip yuridis dalam menilai dan menempatkan norma hukum dalam relasi 

sosial dan keadilan masyarakat. Keadilan, dalam pemikiran Radbruch, memiliki 

sifat normatif dan konstitutif. Secara normatif, keadilan menjadi dasar moral dari 

hukum yakni nilai yang seharusnya menjadi acuan dalam pembentukan, 

interpretasi, dan penerapan norma hukum. Sedangkan secara konstitutif, 
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keadilan merupakan elemen esensial dalam mendefinisikan sesuatu sebagai 

hukum. Dengan kata lain, suatu aturan yang tidak mengandung nilai keadilan 

tidak dapat dianggap sebagai hukum dalam pengertian yang sejati. Oleh sebab 

itu, keberadaan hukum positif harus senantiasa tunduk pada prinsip keadilan 

yang bersifat universal. 

Konsep keadilan dalam pandangan Radbruch dapat dijabarkan dalam 

berbagai bentuk seperti keadilan prosedural, keadilan substantif, keadilan 

distributif, hingga keadilan komutatif, yang masing-masing memiliki relevansi 

dan aplikabilitas dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, keadilan 

prosedural mengedepankan proses hukum yang adil dan terbuka, serta selaras 

dengan prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, keadilan tidak bertentangan 

dengan kepastian hukum, tetapi justru memperkuat keberadaan hukum yang adil 

melalui prosedur yang jelas dan terukur. Pemikiran Radbruch ini menjadi 

relevan terutama dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, di mana hukum 

tertulis sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, 

prinsip keadilan sebagai nilai tertinggi harus dijadikan rujukan dalam menilai 

apakah suatu putusan pengadilan benar-benar memenuhi tujuan hukum. Oleh 

karena itu, pemahaman terhadap teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch 

menjadi penting sebagai dasar konseptual dalam menganalisis putusan-putusan 

hukum, terutama yang mengandung dilema antara kepastian hukum, keadilan, 

dan kemanfaatan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus perbuatan melawan 

hukum yang menyangkut aspek kekerasan seksual. 
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F. Metode Penelitian 

Penulisan dan penelitian skripsi ini terdiri dari metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.    Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode 

penelitian yang bertumpu pada pendekatan konseptual dan perundang-undangan 

untuk merumuskan solusi terhadap isu-isu hukum yang bersifat teoritis maupun 

praktis. Penelitian hukum normatif, yang kerap disebut pula sebagai penelitian 

kepustakaan, mengandalkan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder 

sebagai sumber utama. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap teori-teori 

hukum, asas-asas hukum, dan pengkajian mendalam terhadap ketentuan hukum 

positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia, dalam 

rangka menjawab dan menyelesaikan pokok permasalahan hukum yang diangkat 

dalam penelitian ini.13 

Metode penelitian normatif juga dapat disebut sebagai penelitian doktrinal, 

metode penelitian ini merupakan pendekatan yang menganalisis baik aspek hukum 

dalam bentuk peraturan tertulis maupun dimensi hukum sebagai norma atau 

kebiasaan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Pendekatan 

doktrinal ini melibatkan analisis mendalam terhadap doktrin-doktrin hukum yang 

terdapat dalam bahan pustaka, baik yang bersifat tertulis maupun kebiasaan hukum, 

 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 13-14. 
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untuk memahami dan merinci aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik 

penelitian.14 

2.    Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Melalui 

pendekatan ini, penulis mengkaji norma-norma hukum tertulis sebagai dasar 

dalam menganalisis permasalahan.15 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach yaitu metode yang digunakan dengan cara 

mempelajari serta menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini penting untuk memahami 

bagaimana hukum diterapkan secara konkret oleh lembaga peradilan.16 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptial Approach) yaitu pendekatan yang 

mengacu pada prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang 

dikemukakan oleh para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan ini berguna 

untuk membangun kerangka berpikir teoretis yang mendukung analisis 

terhadap persoalan hukum dalam penelitian ini. 

 
14 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyu media 

Publishing, 2006)  hal. 46. 
15 Amiruddin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), hal. 118. 
16 Peter Mahmid Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011) hal.95. 
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3.      Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa 

bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a.       Bahan Hukum Primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan         

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Bahan Hukum Sekunder 

4) HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBG (Rechtsreglement 

Buitengewesten)  

5) Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber 

bahan hukum sekunder melibatkan penafsiran, literatur hukum, jurnal hukum, 

artikel, buku referensi, dan komentar hukum dari para pakar atau ahli hukum. 

Bahan hukum sekunder memberikan pemahaman lebih mendalam, penjelasan, 

atau sudut pandang tambahan terhadap isu-isu hukum dan merupakan referensi 

penting dalam penelitian hukum. 

b.  Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berperan sebagai 

referensi tambahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini meliputi kamus 

hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta literatur atau karya ilmiah dari 
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disiplin ilmu lain yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti. Bahan-

bahan ini berfungsi untuk memperkaya pemahaman dan memberikan konteks 

yang lebih luas dalam proses penelitian hukum.17 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur atau 

studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5.  Teknik Pengelolahan Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan 

hukum dengan melalui beberapa tahapan yang menstrukturkan, 

mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Berner Arief Sidharta tahapan 

tersebut dilakukan dengan tiga tataran, yaitu: 

a. Tataran Teknis, kegiatan ini meliputi pengumpulan, penyusunan, dan penyajian 

peraturan hukum sesuai dengan hierarki sumber hukum. Tujuannya adalah 

untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum 

dengan menerapkan metode logika, sehingga terbentuk sistem hukum yang 

koheren. 

b. Tataran Telelogis, peraturan hukum disistematisasi berdasarkan substansi 

hukum dengan menata ulang dan menafsirkan materi yuridis dari sudut pandang 

teleologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas dan mengembangkan 

 
17 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia,2008) hal.39. 
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sistem hukum, dengan menggunakan metode teleologis sebagai pedoman dalam 

proses sistematisasi tersebut. 

c. Tataran Sistemasisasi Eksternal, yaitu hukum disistematisasi dengan tujuan 

mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat. 

Proses ini memungkinkan penafsiran ulang konsep yang ada dan pembentukan 

konsep baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner. 

Pendekatan ini menggunakan metode dan hasil dari berbagai disiplin ilmu 

manusia lainnya, serta berorientasi ke masa depan melalui pendekatan 

antisipatif (futurologi).18 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis, dimulai dengan 

penggunaan bahan hukum primer. Setelah itu, bahan hukum sekunder yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas dianalisis. Hasil dari analisis bahan 

hukum tersebut kemudian diolah dengan mengacu pada ketentuan hukum dan 

pandangan para ahli, lalu disusun dalam bentuk kalimat yang jelas dan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami. 

7.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diambil menggunakan 

metode berpikir induktif, dimulai dari peristiwa konkrit, kemudian dari fakta 

khusus atau peristiwa tersebut ditarik sebuah generalisasi atau kesimpulan yang 

bersifat umum. Menurut sumber lain, metode berpikir induktif adalah 

 
18 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2007) hal.23. 
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pendekatan yang dimulai dari hal-hal khusus untuk kemudian mencapai 

kesimpulan yang lebih umum. Hukum yang dihasilkan dari fenomena yang 

diselidiki dianggap berlaku untuk fenomena sejenis yang belum diteliti. 

Generalisasi ini merupakan salah satu bentuk dari metode berpikir induktif.19 

 
19 Karimuddin Abdullah, dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Aceh : Yayasan Penerbit 

Muhammad Zaini, 2022) hal.36. 
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